


 
 

 
 

WALI KOTA BATAM 
PROVINSI KEPULAUAN RIAU 

 

KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM 
NOMOR  372  TAHUN 2026 

 

TENTANG 
 

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2026 

 
WALI KOTA BATAM, 

Menimbang :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal                                

367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017  
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan 
Wali Kota Batam tentang Perubahan Rencana Kerja 

Perangkat Daerah Tahun 2026; 

Mengingat   :   1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten 

Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, 
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten 

Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 
tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 

53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten 
Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan 

Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, 
Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan 
Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4880);  

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4421); 

 

3. Undang-Undang. . . 
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang  

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
tentang Penetapan  Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 

Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6757); 

6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-
2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 

Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6987); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4817); 

8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2025 Nomor 19); 

 

9. Peraturan. . . 
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9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 157); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata 
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 1312); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 

Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

1447); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435); 

13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 

Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah 

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 6); 

14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 
Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran 
Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 

3); 

15. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan 
atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Batam Thaun 2019                
Nomor 7); 

16. Peraturan… 
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16. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Kota Batam Tahun 2025-2045 (Lembaran 
Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 6);  

17. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2025 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029 (Lembaran 
Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 4);  

18. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 33 Tahun 2026 
tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Kota Batam Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Batam 
Nomor 1722); 

 

MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 

TAHUN 2026. 
 

KESATU : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 
merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat 
Daerah Tahun 2025 – 2029, Perubahan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Tahun 2026, kondisi lingkungan 
strategis Daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja 
Perangkat Daerah Triwulan II tahun berjalan. 

 
KEDUA  : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah 

sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU disusun 
dengan sistematika sebagai berikut: 

 

a. BAB I  PENDAHULUAN 

b. BAB II  EVALUASI RENJA PERANGKAT 
DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN 
II TAHUN BERJALAN 

c. BAB III  RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 
PERANGKAT DAERAH 

d. BAB IV  PENUTUP 

 
KETIGA : Penjabaran Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah 

sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai 
dengan Lampiran XLV Surat Keputusan ini. 

 
KEEMPAT : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah 

sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA menjadi: 

a. acuan penyusunan Perubahan RKA-Perangkat 
Daerah; 

 

b. landasan… 
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Perubahan Rencana Kerja 

Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2026 

BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 

1.1 Latar Belakang 

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan 
perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, 

kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan 
pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang 

disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat 
Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).  

Berdasarkan Pasal 276 (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 

Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kepala 
Perangkat Daerah Kabupaten/Kota melakukan pengendalian dan evaluasi 

terhadap kebijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah 
Kabupaten/Kota.  

Pasal 343 (1) disebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja 
Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi 

pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya 
ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:  
a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas 

pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan 
Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau  

b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran 
sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.  

Pada pasal Pasal 351 dan 352 disebutkan bahwa berdasarkan 
Rancangan Perubahan RKPD yang telah memperoleh persetujuan Kepala 
Daerah, Kepala Daerah menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman 

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.  Kepala Perangkat 
Daerah menyempurnakan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah 

dengan berpedoman pada surat edaran dan Rancangan Perubahan RKPD.  
Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada:  

a. Rancangan Perubahan RKPD;  
b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi, 

kabupaten/kota sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.  

 
Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah terdiri atas:  

a. Perumusan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan  
b. Penyajian Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah.  

 
Perumusan Renja Perangkat Daerah mencakup:  
a. Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;  

b. Analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah 
sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan; dan  

c. Penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat 
Daerah.  

 
Perubahan Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika sebagai 

berikut:  
a. Pendahuluan;  
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Perubahan Rencana Kerja 

Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2026 

b. Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan;  

c. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;  
d. Penutup.  

Berdasarkan Surat Edaran Walikota Nomor 2 Tahun 2026 tentang 
Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Perangkat Daerah Tahun 2026 
maka Badan Pendapatan Daerah Kota Batam menyusun Perubahan 

Rencana Kerja yang berpedoman kepada Perubahan RKPD Tahun 2026, 
setelah melakukan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai 

dengan Triwulan II tahun 2026. 
Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan 

Peraturan Kepala Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam 
menyusun perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. 

 

1.2 Landasan Hukum 

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Renja 

Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2026 adalah sebagai  
berikut : 

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Ketiga Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, 
Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, 

Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam 
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4880); 

2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5856); 

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6757); 

5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 41, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5856); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 
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Perubahan Rencana Kerja 

Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2026 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 42); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan 
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 

9. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan 

Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata 
Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 
Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem 
Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 1114); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 
tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 
Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan 

Dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dimutakhirkan beberapa 
kali, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor No 

900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas 
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 

tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran 
Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan 
dan Keuangan Daerah; 

14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala 
Bappenas Nomor 03 Tahun 2025 tentang Rancangan RKP Tahun 2026 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 361); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang 

Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435); 

16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 2045; (Lembaran Daerah 

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 67); 

17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 
2025-2029 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau 

Nomor 70); 

18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 130); 
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Perubahan Rencana Kerja 

Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2026 

19. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Batam Tahun 
2025-2045; 

20. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 206 Tahun 2024 tentang Pedoman 
Teknis Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan 
Bagi Perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; 

21. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD) Kota Batam Tahun 

2025-2029 (Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 136); 

22. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 44 Tahun 2025 tentang Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2026 (Berita 
Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 1614); 

23. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 56 Tahun 2025 tentang Rencana 

Strategis Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025-
2029 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 1626); 

24. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 33 Tahun 2026 Tentang 
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 

2026. 
 

1.3 Maksud dan Tujuan 

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan 
Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2026 adalah menyediakan 

dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu satu tahun 
sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah 

Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas dan fungsinya.  
Tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan 

Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2026 yaitu:  

1. Penyesuaian terhadap prioritas pembangunan daerah, kerangka 
ekonomi daerah dan keuangan daerah dalam mendukung Visi dan 

Misi Kepala Daerah.  
2. Sebagai pedoman dan arah dalam menyusun perubahan anggaran 

Badan Pendapatan Daerah Tahun 2026 dan sebagai dasar penentuan 
Perubahan KUA dan PPAS, serta Perubahan RKA Tahun Anggaran 
2026. 

 

1.4 Sistematika Penulisan 

Penyajian Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah 
Kota Batam terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
1.2 Landasan Hukum 

1.3 Maksud dan Tujuan 
1.4 Sistematika Penulisan 

 
BAB II EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI 

DENGAN TRIWULAN II (TAHUN BERJALAN) 
2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat 

sampai dengan Triwulan II (Tahun Berjalan)   
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 

Perangkat Daerah  
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Perubahan Rencana Kerja 

Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2026 

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 
 

BAB IV PENUTUP 

4.1 Catatan Penting 
4.2 Kaidah Pelaksanaan 

4.3 Rencana Tindak Lanjut  
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Perubahan Rencana Kerja 

Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2026 

BAB II 
EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II 

TAHUN 2026 
 
 

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II  
Tahun 2026 

Evaluasi bertujuan untuk menggambarkan potensi dan 

permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari pelaksanaan 
kinerja terhadap Renja tahun berjalan, selanjutnya dikaitkan dengan 

pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi 
program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 

sebelumnya.  Realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil 
laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD.  
Adapun realisasi program/kegiatan per 31 Maret 2026 adalah sebagai 

berikut : 
 

2.1.1 Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja 
hasil/keluaran yang direncanakan: 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota  
a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah; 
b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; 

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; 
d. Administrasi Umum Perangkat Daerah; 

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah; 

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; 

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah. 

 
2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah  

a. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 
 

2.1.2 Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja 
hasil/keluaran yang direncanakan: 
 

NIHIL 
 

2.1.3 Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja 

hasil/keluaran yang direncanakan: 
      

NIHIL 
 
Program/kegiatan di atas tidak memenuhi target kinerja yang 

direncanakan karena dipengaruhi oleh sebagian besar output dari sub 
kegiatan yang dijalankan baru bisa diperoleh pada akhir tahun 2026, 
sedangkan pengukuran realisasi capaian kinerja yang dilakukan pada 

penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahun 2026 merupakan 
capaian kinerja sampai dengan Triwulan II. 
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Perubahan Rencana Kerja 

Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2026 

Tabel 2.1 

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 s/d Triwulan II 
 

 

Urusan/Bidang Urusan 
Pemerintahan Daerah/ 

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan 

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran 
Program (outcome)/Kegiatan 

(output)/ Sub Kegiatan (output) 

Satuan 
Target Kinerja 

Renja PD Tahun 

Berjalan (n) 2026 

Realisasi Capaian 

Kinerja dan 
Anggaran Renja 

2026 yang 

dievaluasi (n) 

Tingkat Capaian 
Kinerja dan 

Realissasi 

Anggaran Renja 
2026 yang 

dievaluasi (%) (n) 

1 2 3 
4 5 6 

K  K  K(%) 

5.02.01 ~ PROGRAM PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 

Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD Nilai 91,50 91,00 99,45 

5.02.01.2.01 ~ Perencanaan, Penganggaran, 
dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, 
dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan 
tahapan dan waktu 

Persentase; 100,00 43,33 43,33 

5.02.01.2.01.0001 ~ Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Perangkat Daerah 

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 
:: RUMUS SUM 

Dokumen; 2,00 1,00 50,00 

5.02.01.2.01.0007 ~ Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah :: RUMUS SUM 

Laporan; 3,00 1,00 33,33 

5.02.01.2.02 ~ Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

Persentase pegawai yang menerima layanan 
administrasi keuangan 

Persentase; 100,00 54,13 54,13 

5.02.01.2.02.0001 ~ Penyediaan Gaji dan 

Tunjangan ASN 

Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 

Tunjangan ASN :: RUMUS TA 

Orang/bulan; 207,00 206,00 99,52 

5.02.01.2.02.0002 ~ Penyediaan Administrasi 
Pelaksanaan Tugas ASN 

Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi 
Pelaksanaan Tugas ASN :: RUMUS SUM 

Dokumen; 12,00 6,00 50,00 

5.02.01.2.05 ~ Administrasi Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya Persentase; 100,00 67,63 67,63 

5.02.01.2.05.0002 ~ Pengadaan Pakaian Dinas 
beserta Atribut Kelengkapannya 

Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut 
Kelengkapan :: RUMUS TA 

Paket; 3,00 1,00 33,33 

5.02.01.2.05.0009 ~ Pendidikan dan Pelatihan 

Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 

yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan :: 
RUMUS SUM 

Orang; 130,00 127,00 97,69 

5.02.01.2.05.0011 ~ Bimbingan Teknis 
Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 

Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis 
Implementasi Peraturan Perundang-Undangan :: 
RUMUS TA 

Orang;    

5.02.01.2.06 ~ Administrasi Umum Perangkat 
Daerah 

Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum 
Perkantoran 

Persentase; 100,00 74,04 74,04 

5.02.01.2.06.0001 ~ Penyediaan Komponen 

Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

Jumlah Paket Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang 
Disediakan :: RUMUS TA 

Paket; 1,00 1,00 100,00 

5.02.01.2.06.0002 ~ Penyediaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor 
yang Disediakan :: RUMUS SUM 

Paket; 10,00 6,00 60,00 
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Perubahan Rencana Kerja 

Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2026 

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah/ 
Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan 

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran 

Program (outcome)/Kegiatan 
(output)/ Sub Kegiatan (output) 

Satuan 

Target Kinerja 

Renja PD Tahun 
Berjalan (n) 2026 

Realisasi Capaian 

Kinerja dan 

Anggaran Renja 
2026 yang 

dievaluasi (n) 

Tingkat Capaian 

Kinerja dan 
Realissasi 

Anggaran Renja 

2026 yang 
dievaluasi (%) (n) 

1 2 3 
4 5 6 

K  K  K(%) 

5.02.01.2.06.0005 ~ Penyediaan Barang 
Cetakan dan Penggandaan 

Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan 
yang Disediakan :: RUMUS SUM 

Paket; 4,00 3,00 75,00 

5.02.01.2.06.0006 ~ Penyediaan Bahan Bacaan 
dan Peraturan Perundang-undangan 

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan 
Perundang- Undangan yang Disediakan :: RUMUS 
TA 

Dokumen; 1,00 1,00 100,00 

5.02.01.2.06.0009 ~ Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi SKPD :: RUMUS SUM 

Laporan; 12,00 6,00 50,00 

5.02.01.2.07 ~ Pengadaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

Persentase realisasi pengadaan barang milik 
daerah sesuai rencana kebutuhan 

Persentase; 100,00 88,94 88,94 

5.02.01.2.07.0001 ~ Pengadaan Kendaraan 
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 
Jabatan 

Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan :: 
RUMUS TA 

Unit;    

5.02.01.2.07.0002 ~ Pengadaan Kendaraan 
Dinas Operasional atau Lapangan 

Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau 
Lapangan yang Disediakan :: RUMUS SUM 

Unit; 2,00 2,00 100,00 

5.02.01.2.07.0005 ~ Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan :: RUMUS 
SUM 

Unit; 34,00 18,00 52,94 

5.02.01.2.07.0006 ~ Pengadaan Peralatan dan 

Mesin Lainnya 

Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang 

Disediakan :: RUMUS SUM 

Unit; 31,00 34,00 100,00 

5.02.01.2.07.0009 ~ Pengadaan Gedung Kantor 
atau Bangunan Lainnya 

Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan 
Lainnya yang Disediakan :: RUMUS TA 

Unit; 1,00   

5.02.01.2.08 ~ Penyediaan Jasa Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah 

Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang 
sesuai perencanaan 

Persentase; 100,00 43,44 43,44 

5.02.01.2.08.0002 ~ Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, 
Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan :: 
RUMUS SUM 

Laporan; 12,00 6,00 50,00 

5.02.01.2.08.0004 ~ Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum Kantor 

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan 
Umum Kantor yang Disediakan :: RUMUS SUM 

Laporan; 12,00 6,00 50,00 

5.02.01.2.09 ~ Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah 

Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara 
dan berfungsi dengan baik 

Persentase; 100,00 64,53 64,53 

5.02.01.2.09.0001 ~ Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan 
Dinas Jabatan 

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan 

dibayarkan Pajaknya :: RUMUS TA 

Unit; 1,00 1,00 100,00 

5.02.01.2.09.0002 ~ Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau 
Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak 

Unit; 24,00 24,00 100,00 
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Perubahan Rencana Kerja 

Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2026 

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah/ 
Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan 

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran 

Program (outcome)/Kegiatan 
(output)/ Sub Kegiatan (output) 

Satuan 

Target Kinerja 

Renja PD Tahun 
Berjalan (n) 2026 

Realisasi Capaian 

Kinerja dan 

Anggaran Renja 
2026 yang 

dievaluasi (n) 

Tingkat Capaian 

Kinerja dan 
Realissasi 

Anggaran Renja 

2026 yang 
dievaluasi (%) (n) 

1 2 3 
4 5 6 

K  K  K(%) 

Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau 
Lapangan 

dan Perizinannya :: RUMUS TA 

5.02.01.2.09.0006 ~ Pemeliharaan Peralatan 

dan Mesin Lainnya 

Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang 

Dipelihara :: RUMUS SUM 

Unit; 345,00 144,00 41,74 

5.02.01.2.09.0010 ~ Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya 

Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor 
atau Bangunan Lainnya  yang 

Dipelihara/Direhabilitasi :: RUMUS SUM 

Unit;    

5.02.01 ~ PROGRAM PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 

Nilai SAKIP PD Nilai 73,57   

5.02.04 ~ PROGRAM PENGELOLAAN 
PENDAPATAN DAERAH 

Persentase tingkat pertumbuhan pajak daerah self 
assesment 

Persentase; 6,50 22,00 100,00 

5.02.04 ~ PROGRAM PENGELOLAAN 
PENDAPATAN DAERAH 

Persentase Piutang Pajak Daerah Yang Tertagih Persentase; 10,00 3,00 30,00 

5.02.04 ~ PROGRAM PENGELOLAAN 
PENDAPATAN DAERAH 

Tingkat Pertumbuhan Pajak Daerah Official 
Assessment 

Persentase; 6,50 17,60 100,00 

5.02.04.2.01 ~ Kegiatan Pengelolaan 
Pendapatan Daerah 

Persentase Koordinasi dengan OPD Penghasil 
Retribusi 

Persentase; 100,00 50,00 50,00 

5.02.04.2.01 ~ Kegiatan Pengelolaan 
Pendapatan Daerah 

Pertumbuhan Wajib Pajak Daerah official 
assessment 

Persentase; 2,00 0,61 30,50 

5.02.04.2.01.0001 ~ Perencanaan Pengelolaan 
Pajak Daerah 

Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak 
Daerah :: RUMUS TA 

Dokumen; 1,00   

5.02.04.2.01.0002 ~ Analisa dan 
Pengembangan Pajak Daerah, serta 
Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah 

Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta 
Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak 
Daerah :: RUMUS TA 

Dokumen; 1,00 1,00 100,00 

5.02.04.2.01.0003 ~ Penyuluhan dan 
Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 

Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan 
Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah :: 
RUMUS SUM 

Laporan; 4,00 3,00 75,00 

5.02.04.2.01.0004 ~ Penyediaan Sarana dan 
Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah 

Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak 
Daerah :: RUMUS SUM 

Unit; 602,00 249,00 41,36 

5.02.04.2.01.0005 ~ Pendataan dan 
Pendaftaran Objek Pajak Daerah 

Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan 
Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak 
dan Wajib Pajak Daerah :: RUMUS SUM 

Laporan; 12,00 6,00 50,00 

5.02.04.2.01.0006 ~ Pengolahan, Pemeliharaan, 
dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 

Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, 
dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah :: RUMUS 
SUM 

Laporan; 10,00 5,00 50,00 

5.02.04.2.01.0007 ~ Penilaian Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) 
serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 
Bangunan (BPHTB) 

Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya 
:: RUMUS SUM 

ObyekPajak; 10,00 2.155,00 100,00 
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Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2026 

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah/ 
Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan 

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran 

Program (outcome)/Kegiatan 
(output)/ Sub Kegiatan (output) 

Satuan 

Target Kinerja 

Renja PD Tahun 
Berjalan (n) 2026 

Realisasi Capaian 

Kinerja dan 

Anggaran Renja 
2026 yang 

dievaluasi (n) 

Tingkat Capaian 

Kinerja dan 
Realissasi 

Anggaran Renja 

2026 yang 
dievaluasi (%) (n) 

1 2 3 
4 5 6 

K  K  K(%) 

5.02.04.2.01.0009 ~ Pelayanan dan Konsultasi 
Pajak Daerah 

Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah :: 
RUMUS TA 

Layanan; 9,00   

5.02.04.2.01.0010 ~ Penelitian dan Verifikasi 

Data Pelaporan Pajak Daerah 

Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah 

Dilakukan Penelitian dan Verifikasi :: RUMUS 
SUM 

Dokumen; 17,00 14,00 82,35 

5.02.04.2.01.0011 ~ Penagihan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan 

Pajak Daerah :: RUMUS SUM 

Dokumen; 17,00 8,00 47,06 

5.02.04.2.01.0012 ~ Penyelesaian Keberatan 
Pajak Daerah 

Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan 
Pajak Daerah :: RUMUS SUM 

Dokumen; 12,00   

5.02.04.2.01.0013 ~ Pengendalian, 
Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah 

Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta 
Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah :: 

RUMUS SUM 

Dokumen; 12,00 1,00 8,33 

5.02.04.2.01.0014 ~ Pembinaan dan 
Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah 

Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan 
Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah :: 
RUMUS TA 

Laporan; 4,00 2,00 50,00 

5.02.04.2.01.0015 ~ Elektronifikasi Transaksi 
Pemerintah Daerah 

Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi 
Transaksi Pemerintah Daerah :: RUMUS SUM 

Laporan; 4,00 4,00 100,00 

5.02.04.2.01 ~ Kegiatan Pengelolaan 
Pendapatan Daerah 

Pertumbuhan Wajib Pajak Daerah self assesment Persentase; - 21,83  

5.02.04.2.01 ~ Kegiatan Pengelolaan 
Pendapatan Daerah 

Rasio Capaian Penagihan Piutang Pajak Daerah Persentase; 100,00 30,80 30,80 

5.02.04.2.01 ~ Kegiatan Pengelolaan 
Pendapatan Daerah 

Jumlah Dokumen Perencanaan Pendapatan Pajak 
Daerah Yang Dihasilkan 

Dokumen; 4,00 1,00 25,00 

5.02.04 ~ PROGRAM PENGELOLAAN 
PENDAPATAN DAERAH 

Persentase Realisasi Pajak Daerah Terhadap 
Target 

Persentase; 98,00 51,00 52,04 

5.02.04 ~ PROGRAM PENGELOLAAN 
PENDAPATAN DAERAH 

Persentase Tingkat Pertumbuhan Retribusi 
Daerah 

Persentase; 4,96 7,00 100,00 

*Data realisasi per TW II 2026 
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Badan Pendapatan Daerah Tahun 2026 

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota 
Batam dapat dilihat pada Tabel 2.2 di bawah ini. 

 
Tabel 2.2 

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah 

Kota Batam Tahun 2026 s/d Triwulan II 
 

No 
Indikator 

Sasaran PD 

Target Kinerja 
Capaian Renstra 

Tahun 2026 

Realisasi/Proyeksi 

Kinerja Capaian 

Renstra tahun 2026 
TW II 

Catatan 

Analisis 

Satuan Volume Satuan Volume 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
1 Tingkat Pertumbuhan 

Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) 

Persentase 6,30 Persentase 19,06  

2 Rasio Pajak Daerah 
Terhadap PDRB Kota 
Batam 

Persentase 0,779 Persentase 0,800  

3 Indeks Kepuasan 
Masyarakat Pada 
Badan Pendapatan 

Daerah 

Poin 90,16 Poin 90,14  

*Data realisasi per TW II 2026 

 

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 

Isu strategis merupakan kondisi yang penting untuk mendapatkan 
perhatian besar dari pihak yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan 
apabila suatu kondisi tidak diantisipasi akan menimbulkan  hambatan 

dalam pencapaian target kinerja sasaran strategis Bapenda Kota Batam. 
Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pendapatan 

Daerah Kota Batam memiliki beberapa isu strategis diantaranya: 
1. Masih rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak dalam memenuhi 

kewajiban perpajakan; 
2. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana dalam mendukung 

kegiatan optimalisasi pajak terutama dalam hal kegiatan pendataan, 

penertiban, dan penagihan pajak daerah; 
3. Belum optimalnya pemetaan dan penyediaan data dukung dalam 

menghitung potensi penerimaan retribusi daerah di masing masing 
OPD penghasil; 

4. Perlu dilakukannya kajian ulang terhadap regulasi pajak daerah yang 
sudah ada agar dapat mengoptimalkan penerimaan daerah; 

5. Belum terselesaikannya proses perbaikan dan updating data WP PBB-

P2 dari proses peralihan pajak pusat menjadi pajak daerah; 
6. Belum optimalnya peran fungsi juru sita, penilai pajak, dan pemeriksa 

pajak. 
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BAB III 
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 

PERANGKAT DAERAH 
  
 

Program dan kegiatan Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan 

Daerah Kota Batam pada Tahun 2026 didasarkan pada hasil evaluasi Renja 
sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan dan mengacu pada prioritas 
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 

2026. 
Program dan Kegiatan serta Sub kegiatan yang mengalami perubahan 

(penambahan/pengurangan/pergeseran) yaitu sebagai berikut; 
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 
1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; 

2) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. 
 

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 
1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; 

2) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN. 
 

c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 

1) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut 
Kelengkapannya; 

2) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas 
dan Fungsi. 

 
d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 

1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor; 
2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; 

3) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; 
4) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD. 
 

e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah 
1) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau 

Lapangan; 
2) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel; 

3) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya; 
4) Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. 

 

f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 
1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 

Listrik;  
2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. 

 
g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah 

1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, 
dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 

Jabatan; 



 

13 

 

Perubahan Rencana Kerja 

Badan Pendapatan Daerah Tahun 2026 

2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, 

Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; 
3) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya. 

 
2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 

a. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 

1) Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah;  
2) Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta 

Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah 
3) Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak 

Daerah; 
4) Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak 

Daerah; 

5) Sub kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah; 
6) Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data 

Pajak Daerah; 
7) Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 
Bangunan (BPHTB); 

8) Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah; 

9) Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah; 
10) Sub Kegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah; 

11) Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak 
Daerah; 

12) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah; 

13) Sub Kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah. 
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Tabel 3.1 

Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu 
pada Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 

 

 

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah  Sebelum  Sesudah  Selisih 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10=9-8 11
Nilai SAKIP Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah 73,57 Nilai 73,57 Nilai

Indeks Pelayanan 

Kesekretariatan Perangkat 

Daerah

Indeks Pelayanan 

Kesekretariatan Perangkat 

Daerah

91,50 Nilai 91,50 Nilai

5.02.01.2.01 Kegiatan 

Perencanaan, 

Penganggaran, dan

Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah

Kegiatan Perencanaan, 

Penganggaran, dan

Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah

Persentase Dokumen 

Perencanaan, Penganggaran, 

dan Evaluasi Yang Tersusun 

Sesuai Dengan Tahapan Dan 

Waktu

Persentase Dokumen 

Perencanaan, Penganggaran, 

dan Evaluasi Yang Tersusun 

Sesuai Dengan Tahapan Dan 

Waktu

100% 100%          29.321.800,00          22.271.800,00           (7.050.000,00)

5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen 

Perencanaan 

Perangkat Daerah

Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Perangkat 

Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah 

Jumlah Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah 

2 Dokumen 2 Dokumen             18.541.600,00             13.891.600,00             (4.650.000,00)

5.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah

Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah

3 Laporan 3 Laporan             10.780.200,00              8.380.200,00             (2.400.000,00)

5.02.01.2.02 Kegiatan 

Administrasi 

Keuangan Perangkat 

Daerah

Kegiatan Administrasi 

Keuangan Perangkat 

Daerah

Persentase Pegawai Yang 

Menerima Layanan 

Administrasi Keuangan

Persentase Pegawai Yang 

Menerima Layanan 

Administrasi Keuangan

100% 100%   46.067.519.040,00   43.500.495.591,00    (2.567.023.449,00)

5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan 

Tunjangan ASN

Penyediaan Gaji dan 

Tunjangan ASN

Jumlah Orang yang Menerima Gaji 

dan Tunjangan ASN

Jumlah Orang yang Menerima Gaji 

dan Tunjangan ASN

207 Orang/bulan 210 Orang/bulan 46.001.119.040,00     43.423.895.591,00           (2.577.223.449,00)

5.02.01.2.02.0002 Penyediaan 

Administrasi 

Pelaksanaan Tugas 

ASN

Penyediaan Administrasi 

Pelaksanaan Tugas ASN

Jumlah Dokumen Hasil 

Penyediaan Administrasi 

Pelaksanaan Tugas ASN

Jumlah Dokumen Hasil 

Penyediaan Administrasi 

Pelaksanaan Tugas ASN

12 Dokumen 12 Dokumen 66.400.000,00            76.600.000,00                       10.200.000,00 

5.02.01.2.05 Kegiatan 

Administrasi 

Kepegawaian 

Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi 

Kepegawaian Perangkat 

Daerah

Persentase ASN Yang Di 

Tingkatkan Kompetensinya

Persentase ASN Yang Di 

Tingkatkan Kompetensinya

100% 100%        602.873.800,00        801.126.000,00        198.252.200,00 

5.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian 

Dinas Beserta Atribut 

Kelengkapannya

Pengadaan Pakaian 

Dinas Beserta Atribut 

Kelengkapannya

Jumlah Paket Pakaian Dinas 

beserta Atribut Kelengkapan

Jumlah Paket Pakaian Dinas 

beserta Atribut Kelengkapan

3 Paket 1 Paket 90.997.200,00            115.320.000,00                     24.322.800,00 

5.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan 

Pelatihan Pegawai 

Berdasarkan Tugas dan 

Fungsi

Pendidikan dan Pelatihan 

Pegawai Berdasarkan 

Tugas dan Fungsi

Jumlah Pegawai Berdasarkan 

Tugas dan Fungsi yang Mengikuti 

Pendidikan dan Pelatihan 

Jumlah Pegawai Berdasarkan 

Tugas dan Fungsi yang Mengikuti 

Pendidikan dan Pelatihan 

130 Orang  149 Orang 511.876.600,00          685.806.000,00                   173.929.400,00 

Keterangan

Program Penunjang 

Urusan Pemerintahan 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

 5.02.01   52.774.099.364,00   55.124.061.425,00     2.349.962.061,00 

Kode

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub 

Kegiatan (Sub Output)
Target Pagu

Program Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 
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Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah  Sebelum  Sesudah  Selisih 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10=9-8 11
5.02.01.2.06 Kegiatan 

Administrasi Umum 

Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi 

Umum Perangkat 

Daerah

Persentase Pemenuhan 

Pelayanan Umum Perkantoran

Persentase Pemenuhan 

Pelayanan Umum Perkantoran

100% 100%     2.551.152.525,00     2.729.483.700,00        178.331.175,00 

5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen 

Instalasi 

Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor

Penyediaan Komponen 

Instalasi 

Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor

Jumlah Paket Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan 

Kantor yang Disediakan

Jumlah Paket Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan 

Kantor yang Disediakan

1 Paket 1 Paket 40.287.500,00            33.301.700,00                        (6.985.800,00)

5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan 

dan Perlengkapan 

Kantor

Penyediaan Peralatan 

dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Paket Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor yang 

Disediakan

Jumlah Paket Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor yang 

Disediakan

10 Paket 8 Paket 835.329.125,00          764.837.900,00                    (70.491.225,00)

5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang 

Cetakan dan 

Penggandaan

Penyediaan Barang 

Cetakan dan 

Penggandaan

Jumlah Paket Barang Cetakan dan 

Penggandaan yang Disediakan

Jumlah Paket Barang Cetakan dan 

Penggandaan yang Disediakan

4 Paket 4 Paket 546.408.300,00          875.443.500,00                   329.035.200,00 

5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan 

Bacaan dan Peraturan 

Perundang-undangan

Penyediaan Bahan 

Bacaan dan Peraturan 

Perundang-undangan

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan 

dan Peraturan Perundang-

Undangan yang Disediakan

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan 

dan Peraturan Perundang-

Undangan yang Disediakan

1 Dokumen 1 Dokumen 7.881.600,00             7.881.600,00                                         -   

5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD

Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD

Jumlah Laporan Penyelenggaraan 

Rapat Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD

Jumlah Laporan Penyelenggaraan 

Rapat Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD

12 Laporan 12 Laporan 1.121.246.000,00       1.048.019.000,00                 (73.227.000,00)

5.02.01.2.07 Kegiatan Pengadaan 

Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah

Kegiatan Pengadaan 

Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah

Persentase Realisasi Pengadaan 

Barang Milik Daerah Sesuai 

Rencana Kebutuhan

Persentase Realisasi Pengadaan 

Barang Milik Daerah Sesuai 

Rencana Kebutuhan

100% 100%     1.864.447.799,00     6.209.699.598,00     4.345.251.799,00 

5.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan 

Dinas Operasional 

atau Lapangan

Pengadaan Kendaraan 

Dinas Operasional atau 

Lapangan

Jumlah Unit Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan yang 

Disediakan

Jumlah Unit Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan yang 

Disediakan

2 Unit 9 Unit 974.706.000,00          1.263.832.000,00                289.126.000,00 

5.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang 

Disediakan

Jumlah Paket Mebel yang 

Disediakan

34 Unit 57 Unit 241.066.700,00          261.783.999,00                     20.717.299,00 

5.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan 

dan Mesin Lainnya

Pengadaan Peralatan dan 

Mesin Lainnya

Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 

Lainnya yang Disediakan

Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 

Lainnya yang Disediakan

31 Unit 137 Unit 350.608.100,00          1.895.971.400,00              1.545.363.300,00 

5.02.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung 

Kantor atau Bangunan 

Lainnya

Pengadaan Gedung 

Kantor atau Bangunan 

Lainnya

Jumlah Unit Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya yang 

Disediakan

Jumlah Unit Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya yang 

Disediakan

1 Unit 1 Unit 298.066.999,00          2.788.112.199,00              2.490.045.200,00 

5.02.01.2.08 Kegiatan Penyediaan 

Jasa Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan Daerah

Kegiatan Penyediaan 

Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

Persentase Realisasi 

Penyediaan Jasa Penunjang 

Sesuai Perencanaan

Persentase Realisasi 

Penyediaan Jasa Penunjang 

Sesuai Perencanaan

100% 100%        596.800.000,00        705.081.736,00        108.281.736,00 

5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber 

Daya Air Listrik

Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber 

Daya Air Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber Daya Air dan 

Listrik yang Disediakan

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber Daya Air dan 

Listrik yang Disediakan

12 Laporan 12 Laporan 595.300.000,00          618.580.000,00                     23.280.000,00 

5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum 

Kantor

Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum Kantor yang 

Disediakan

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum Kantor yang 

Disediakan

12 Laporan 12 Laporan 1.500.000,00             86.501.736,00                       85.001.736,00 

KeteranganKode

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub 

Kegiatan (Sub Output)
Target Pagu
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Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah  Sebelum  Sesudah  Selisih 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10=9-8 11
5.02.01.2.09 Kegiatan 

Pemeliharaan Barang 

Milik Daerah 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

Kegiatan Pemeliharaan 

Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

Persentase Barang Milik Daerah 

Yang Di Pelihara Dan Berfungsi 

Dengan Baik

Persentase Barang Milik Daerah 

Yang Di Pelihara Dan Berfungsi 

Dengan Baik

100% 100%     1.061.984.400,00     1.155.903.000,00          93.918.600,00 

5.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, dan 

Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas 

Jabatan

Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, dan Pajak 

Kendaraan Perorangan 

Dinas atau Kendaraan 

Dinas Jabatan

Jumlah Kendaraan Perorangan 

Dinas atau Kendaraan Dinas 

Jabatan yang Dipelihara dan 

dibayarkan Pajaknya

Jumlah Kendaraan Perorangan 

Dinas atau Kendaraan Dinas 

Jabatan yang Dipelihara dan 

dibayarkan Pajaknya

1 Unit 1 Unit 40.880.000,00            42.015.000,00                         1.135.000,00 

5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak, 

dan Perizinan 

Kendaraan Dinas 

Operasional atau 

Lapangan

Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak, dan 

Perizinan Kendaraan 

Dinas Operasional atau 

Lapangan

Jumlah Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan yang 

Dipelihara dan dibayarkan Pajak 

dan Perizinannya

Jumlah Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan yang 

Dipelihara dan dibayarkan Pajak 

dan Perizinannya

24 Unit 24 Unit 636.280.000,00          847.389.200,00                   211.109.200,00 

5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan 

Peralatan dan Mesin 

Lainnya

Pemeliharaan Peralatan 

dan Mesin Lainnya

Jumlah Peralatan dan Mesin 

Lainnya yang Dipelihara 

Jumlah Peralatan dan Mesin 

Lainnya yang Dipelihara 

345 Unit  275 Unit 384.824.400,00          266.498.800,00                  (118.325.600,00)

Persentase Piutang Pajak 

Daerah Yang Tertagih

Persentase Piutang Pajak 

Daerah Yang Tertagih

10% 10%

Persentase Tingkat 

Pertumbuhan Retribusi Daerah

Persentase Tingkat 

Pertumbuhan Retribusi Daerah

4,96% 4,96%

Persentase Tingkat 

Pertumbuhan Pajak Daerah Self 

Assessment

Persentase Tingkat 

Pertumbuhan Pajak Daerah Self 

Assessment

6,50% 6,50%

Persentase Tingkat 

Pertumbuhan Pajak Daerah 

Official Assessment

Persentase Tingkat 

Pertumbuhan Pajak Daerah 

Official Assessment

6,50% 6,50%

Persentase Realisasi Pajak 

Daerah Terhadap Target

Persentase Realisasi Pajak 

Daerah Terhadap Target

98% 98%

Keterangan

Program Pengelolaan 

Pendapatan Daerah

 5.02.04

Kode

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub 

Kegiatan (Sub Output)
Target Pagu

Program Pengelolaan 

Pendapatan Daerah

9.243.215.113,00    10.196.973.213,00  953.758.100,00       
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Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah  Sebelum  Sesudah  Selisih 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10=9-8 11
Jumlah Dokumen Perencanaan 

Pendapatan Pajak Daerah yang 

Dihasilkan

Jumlah Dokumen Perencanaan 

Pendapatan Pajak Daerah yang 

Dihasilkan

4 Dokumen 4 Dokumen

Persentase Koordinasi dengan 

OPD Penghasil Retribusi

Persentase Koordinasi dengan 

OPD Penghasil Retribusi

100% 100%

Pertumbuhan Wajib Pajak 

Daerah Official Assessment

Pertumbuhan Wajib Pajak 

Daerah Official Assessment

2,76% 2,76%

Pertumbuhan Wajib Pajak  

Daerah Self Assessment

Pertumbuhan Wajib Pajak  

Daerah Self Assessment

- 0,90%

Rasio Capaian Penagihan 

Piutang Pajak Daerah

Rasio Capaian Penagihan 

Piutang Pajak Daerah

100% 100%

5.02.04.2.01.0001 Perencanaan 

Pengelolaan Pajak 

Daerah

Perencanaan Pengelolaan 

Pajak Daerah

Jumlah Dokumen Rencana 

Pengelolaan Pajak Daerah

Jumlah Dokumen Rencana 

Pengelolaan Pajak Daerah

1 Dokumen 1 Dokumen 131.006.000,00          131.862.000,00                          856.000,00 

5.02.04.2.01.0002 Analisa dan 

Pengembangan Pajak 

Daerah serta 

Penyusunan Kebijakan 

Pajak Daerah

Analisa dan 

Pengembangan Pajak 

Daerah serta 

Penyusunan Kebijakan 

Pajak Daerah

Jumlah Dokumen Hasil Analis 

Pajak Daerah serta Pengembangan 

Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak 

Daerah

Jumlah Dokumen Hasil Analis 

Pajak Daerah serta Pengembangan 

Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak 

Daerah

1 Dokumen 1 Dokumen 296.300.000,00          296.600.000,00                          300.000,00 

5.02.04.2.01.0003 Penyuluhan dan 

Penyebarluasan 

Kebijakan Pajak 

Daerah

Penyuluhan dan 

Penyebarluasan 

Kebijakan Pajak Daerah

Jumlah Laporan Pelaksanaan 

Penyuluhan dan Penyebarluasan 

Kebijakan Pajak Daerah

Jumlah Laporan Pelaksanaan 

Penyuluhan dan Penyebarluasan 

Kebijakan Pajak Daerah

4 Laporan 7 Laporan 2.174.612.613,00       3.557.845.113,00              1.383.232.500,00 

5.02.04.2.01.0004 Penyediaan Sarana 

dan Prasarana 

Pengelolaan Pajak 

Daerah

Penyediaan Sarana dan 

Prasarana Pengelolaan 

Pajak Daerah

Jumlah Sarana dan Prasarana 

Pengelolaan Pajak Daerah

Jumlah Sarana dan Prasarana 

Pengelolaan Pajak Daerah

602 Unit 502 Unit 2.379.000.000,00       2.004.000.000,00               (375.000.000,00)

5.02.04.2.01.0005 Pendataan dan 

Pendaftaran Objek 

Pajak Daerah

Pendataan dan 

Pendaftaran Objek Pajak 

Daerah

Jumlah Laporan Hasil Pendataan 

dan Pendaftaran Objek Pajak 

Daerah, Subjek Pajak dan Wajib 

Pajak Daerah

Jumlah Laporan Hasil Pendataan 

dan Pendaftaran Objek Pajak 

Daerah, Subjek Pajak dan Wajib 

Pajak Daerah

12 Laporan 12 Laporan 589.011.300,00          294.135.500,00                  (294.875.800,00)

5.02.04.2.01.0006 Pengolahan, 

Pemeliharaan, dan 

Pelaporan Basis Data 

Pajak Daerah

Pengolahan, 

Pemeliharaan, dan 

Pelaporan Basis Data 

Pajak Daerah

Jumlah Laporan Hasil 

Pengolahan, Pemeliharaan, dan 

Pelaporan Basis Data Pajak 

Daerah

Jumlah Laporan Hasil 

Pengolahan, Pemeliharaan, dan 

Pelaporan Basis Data Pajak 

Daerah

10 Laporan 10 Laporan 1.630.712.000,00       1.587.884.000,00                 (42.828.000,00)

5.02.04.2.01.0007 Penilaian Pajak Bumi 

dan Bangunan 

Perdesaan dan 

Perkotaan (PBBP2) 

serts Bea Perolehan 

Hak atas Tanah dan 

Bangunan (BPHTB)

Penilaian Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan (PBBP2) serts 

Bea Perolehan Hak atas 

Tanah dan Bangunan 

(BPHTB)

Jumlah Objek Pajak yang 

Disesuaikan NJOP nya

Jumlah Objek Pajak yang 

Disesuaikan NJOP nya

10.000 Obyek Pajak 10.000 Obyek Pajak 825.912.000,00          526.308.000,00                  (299.604.000,00)

Keterangan

Kegiatan Pengelolaan 

Pendapatan Daerah

5.02.04.2.01

Kode

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub 

Kegiatan (Sub Output)
Target Pagu

Kegiatan 

Pengelolaan 

Pendapatan Daerah

10.196.973.213,00  953.758.100,00       9.243.215.113,00    
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Perubahan Rencana Kerja 

Badan Pendapatan Daerah Tahun 2026 

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah  Sebelum  Sesudah  Selisih 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10=9-8 11
5.02.04.2.01.0009 Pelayanan dan 

Konsultasi Pajak 

Daerah

Pelayanan dan 

Konsultasi Pajak Daerah

Jumlah Layanan dan Konsultasi 

Pajak Daerah

Jumlah Layanan dan Konsultasi 

Pajak Daerah

9 Layanan 9 Layanan 61.920.000,00            130.880.400,00                     68.960.400,00 

5.02.04.2.01.0010 Penelitian dan 

Verifikasi Data 

Pelaporan Pajak 

Daerah

Penelitian dan Verifikasi 

Data Pelaporan Pajak 

Daerah

Jumlah Data Pelaporan Pajak 

Daerah yang Telah Dilakukan 

Penelitian dan Verifikasi

Jumlah Data Pelaporan Pajak 

Daerah yang Telah Dilakukan 

Penelitian dan Verifikasi

17 Dokumen 17 Dokumen 236.192.600,00          236.192.600,00                                      -   

5.02.04.2.01.0011 Penagihan Pajak 

Daerah

Penagihan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil 

Pelaksanaan Penagihan Pajak 

Daerah

Jumlah Dokumen Hasil 

Pelaksanaan Penagihan Pajak 

Daerah

17 Dokumen 17 Dokumen 497.950.000,00          967.950.000,00                   470.000.000,00 

5.02.04.2.01.0012 Penyelesaian 

Keberatan Pajak 

Daerah

Penyelesaian Keberatan 

Pajak Daerah

Jumlah Dokumen Hasil 

Penyelesaian Keberatan Pajak 

Daerah

Jumlah Dokumen Hasil 

Penyelesaian Keberatan Pajak 

Daerah

12 Laporan 12 Laporan 99.991.000,00            30.104.000,00                      (69.887.000,00)

5.02.04.2.01.0013 Pengendalian, 

Pemeriksaan, dan 

Pengawasan Pajak 

Daerah

Pengendalian, 

Pemeriksaan, dan 

Pengawasan Pajak 

Daerah

Jumlah Dokumen Hasil 

Pemeriksaan serta Pengendalian 

dan Pengawasan Pajak Daerah

Jumlah Dokumen Hasil 

Pemeriksaan serta Pengendalian 

dan Pengawasan Pajak Daerah

12 Laporan 12 Laporan 152.317.800,00          299.797.800,00                   147.480.000,00 

5.02.04.2.01.0014 Pembinaan dan 

Pengawasan 

Pengelolaan Pajak 

Daerah dan Retribusi 

Daerah

Pembinaan dan 

Pengawasan Pengelolaan 

Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah

Jumlah Laporan Hasil Pembinaan 

dan Pengawasan Pengelolaan 

Retribusi Daerah

Jumlah Laporan Hasil Pembinaan 

dan Pengawasan Pengelolaan 

Retribusi Daerah

4 Laporan 4 Laporan 46.882.000,00            22.714.000,00                      (24.168.000,00)

5.02.04.2.01.0015 Elektronifikasi 

Transaksi Pemerintah 

Daerah

Elektronifikasi Transaksi 

Pemerintah Daerah

Jumlah Laporan Perkembangan 

Elektronifikasi Transaksi 

Pemerintah Daerah

Jumlah Laporan Perkembangan 

Elektronifikasi Transaksi 

Pemerintah Daerah

4 Laporan 4 Laporan 121.407.800,00          110.699.800,00                    (10.708.000,00)

KeteranganKode

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub 

Kegiatan (Sub Output)
Target Pagu
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Perubahan Rencana Kerja 

Badan Pendapatan Daerah Tahun 2026 

BAB IV 
PENUTUP 

 
 

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kota 
Batam Tahun 2026 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan 

Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029 dalam 
menunjang tercapainya visi dan misi daerah serta target dan sasaran 

pembangunan melalui Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-
RKPD) Pemerintah Kota Batam Tahun 2026. 

Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Batam 
sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi 
pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2026 

dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Triwulan II. 
 

4.1 Catatan Penting 
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai perangkat daerah 

yang membidangi urusan terkait Keuangan, Badan Pendapatan Daerah 
Kota Batam masih mempunyai sejumlah pekerjaan yang belum optimal, 
maka dari itu dalam melakukan kewajibannya perlu untuk segera 

diselesaikan.  
 

4.2 Kaidah Pelaksanaan 
Sebagai uraian akhir pada bab penutup Perubahan Rencana Kerja 

Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2026, maka disampaikan 
kaidah-kaidah pelaksanaannya bahwa dengan ditetapkannya renja ini, 
maka: 

1. Perubahan Rencana Kerja ini dijadikan pedoman dalam penyusunan 
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran (DPA) Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 
Anggaran 2026); 

2. Perubahan Rencana Kerja ini akan dijadikan pedoman pelaksanaan 
program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah direncanakan untuk 
mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah. 

 
4.3 Rencana Tindak Lanjut 

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan 
untuk mencapai kondisi yang lebih baik di masa mendatang dengan 

memanfaatkan dan mengelola potensi sumber daya yang dimiliki.  Untuk 
menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan 
sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen 

pengendalian yang berfungsi mengevaluasi kinerja pelaksanaan program 
dan kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 

Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. 
Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program dan 

kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan 
bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-

masing bidang yang bersangkutan.  Dengan kesesuaian antara rencana 




